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PEMBENTUKAN TIM VERIFIKAST KELENGKAPAN ADMINISTRAST PENGAJUAN
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Menimbang

Mengingat

[

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 20138
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalaim
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyvaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi
Kelengkapan  Administrasi Pengajuan  Permohonai
Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Banggai Kepulauan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Aogars Damsal1:1 T smngmin NAarmsnA- 44 -
Ncga.la Pc,‘yuuh}\ Indonesia Nomor 7400),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembarain
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

<

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nos
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tciitang Pcrubahan Kecdua Atas Peraturan Pemerintal
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Malasqen nNnNo N momm ~em 1Q
11071 1C,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Tandasaais Tahiaan 2012 NMamar 72 Tan y T.amharan
171GOIICSia 1aiuil svis 13vCifndlr 7o, Tambahan Lemibaran

Negara Republik Indonesia Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana {elah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 3138),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupalen Banggai Kepulauan {Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 9);

. Peraturan Daeran Kabupaien Banggai Kepulauan Nomor

13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tanun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN

DODRRAMNITNNART DARTTTAN VRITANCAN DATDTAT DNAT TS
r’EI\i\ﬂvx 101 Ai\ uAl\ 10N AU AINGOALN AN oA in

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

Membentuk Tim  Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan
keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam
lampiran I keputusan ini.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, mempunyai tugas:

a. menelili dan memeriksa kelengkapan adminisirasi
pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai politik;

b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan
administrasi permohonan bantuan keuangan partai
politik; dan

C. menyampaikan Berita Acara laporan hasil verifikasi Paitai
Politik kepada Bupati Banggai Kepulauan, dengan
melampirkan kelengkapan persyvaratan administrasi
permohonan bantuan keuangan Partai Politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Tim Verifikasi dibantu oleh Sekretariat yang
susunan keanggotaannya tercantum dalam lampiran II
keputusai iiii.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada
Bupati Banggai Kepulauan.

Masa tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018
sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal (3 Agucr\ug 209

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, '4(/

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;

Kaban Kesbangpol Prov. Sulawesi Tengah di Palu,
Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

L7, D 1. D A+
Ketua Panwaslu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

Para Pimpinan Cabang Partai Politik se-Kabupaten Banggai Kepulauan di
Salakan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

9. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

10. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAL KEPULAUAN

NOMOR 73|\ TAHUN 20138

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLIT K KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

7 T A’T‘r‘\TT_\R\T AT FTNTY T T
KABUPA TN BANGGAL KEPULAUAN

TAHUN 2018

' T
\ NO. \ NAMA /JABATAN ORGANIK \ e te ﬁlr\IMDALAM \

L \_ \

2
“ Kaban Kesbangpol Bangkep

\ Kabid Politik Bakesbagpol \
Bangkep
Kabag Hukum & Perundan

i ’\.11. Lizii i

o

undangan Setda Kab. Bangkep

7 ~=11bbag 1_5‘--,—.1.,
‘ f\.a.ou.uuds L vctit

asi dan Pelapora

i Inspektorat Bangkep

Devisi Hukum & Hubungan antar
Lembaga KPU BRangkep

V\Ab\i &

Kelembagaan Partai
kep

plt. BUPATI BAN GAI KEPULAUAN ﬂ(/




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7\ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FINTYTTY

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2018
LAM
NO. NAMA /JABATAN ORGANIK JABATI,?‘?MDA KET.

l | B

7 2 3

1. | Eddy Bapitanggene, SH Ketua

2. | Astuty Rauntu Sekretaris

3. | Zulkifli Anggota

4. | Benyamin Yokiman Anggota

5. | Abd.Jalil Tangkudung Anggota




